BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat diajukan

kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Keabsahan transaksi jual beli tanah adat yang menyebabkan
berpindahnya hak perseorangan warga masyarakat hukum adat menjadi
hak milik bagi orang lain pada skripsi ini adalah tidak sah. Berdasarkan
syarat materiil dari Undang-Undang Pokok Agraria menjadikan
peralihan objek tanah menjadi hak milik bagi Jasmani yang berakibat
terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 02167 tanggal 27 Januari 2011
dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), Kelurahan Asano,
Surat Ukur No.31/Asano/2010 tertanggal 03 Mei 2010 atas nama
Jasmani tidak memiliki kekuatan hukum. Serta, keabsahan perjanjian
yang mengikat Jasmani dan Alfred Awinero tidak memenuhi unsur
"kausa tidak terlarang” sebagai salah satu syarat keabsahan perjanjian
dimana adanya indikasi tindakan penipuan, pemalsuan surat, tidak
memenuhi syarat keabsahan perjanjian. Dan peralihan tanah adat
tersebut pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan
Daerah Khusus Papua juga tidak memenuhi persyaratan.

2. Perlindungan hukum pada putusan terkait tentang hak perorangan warga
masyarakat adat setempat adalah Putusan Peninjauan Kembali Nomor
47 PK/Pdt/2021 serta Putusan-Putusan di tingkat pengadilan
sebelumnya mendukung dan melindungi eksistensi Masyarakat Hukum
Adat beserta hak-hak yang dimilikinya yakni hak atas tanah adat.
Berdasarkan putusan-putusan peradilan yang dikaji  bentuk
perlindungan hukum yang bisa digunakan untuk masyarakat hukum adat
adalah bahwa pertimbangan hukum adat atau kearifan lokal bagi

masyarakat hukum adat dapat menjadikan pertimbangan hakim
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memihak masyarakat hukum adat yang haknya diambil oleh pihak lain.
Dengan demikian, perlindungan hukum dari negara tidak hanya
mengikuti hukum nasional yang berlaku saja. Sehingga, jika kejadian
seperti ini terulang kembali asalkan masyarakat adat dapat membuktikan
hak miliknya atas sebuah tanah adat sesuai dengan hukum adat yang
berlaku maka dapat menjadi pertimbangan hakim dan putusan ini dapat
dijadikan sebagai yurisprudensi yang akan membantu masyarakat
hukum adat jika ada perkara tentang kepemilikan hak perorangan warga
masyarakat hukum adat atas tanah.
5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran

penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat karena
urgensi perlindungan bagi hak masyarakat hukum adat yang pada
kenyataannya masih eksis, beragam dan tersebar di seluruh Indonesia
agar terpenuhi kepastian dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat
adat di Indonesia diatur secara spesifik dan mendetail dalam Hukum
Nasional khususnya terkait dengan hak-hak yang timbul atas tanah adat
yakni hak ulayat dan hak perorangan.

2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Papua untuk dapat memperketat
dan ekstra dalam mengawasi pendaftaran tanah khususnya bagi tanah
bekas adat di Papua agar dapat melindungi hak-hak atas masyarakat adat
atas tanah adat agar kejadian jual beli tanah adat seperti pada kasus dapat
dicegah sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik.

3. Disarankan kepada Lembaga Legislatif untuk mempertimbangkan hak-
hak masyarakat adat atas tanah adat lalu mengusulkan serta membuat
suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik dalam mengatur,
melindungi, mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat atas tanah

adat yakni hak ulayat dan hak perorangan dan menjadikannya sebagai
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Hukum Nasional. Guna menjadi bentuk kepastian hukum bagi
Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tanpa terkecuali.

. Disarankan kepada Kepala Adat khususnya di Papua untuk selalu aktif
berperan jika terjadi peralihan tanah-tanah kepemilikan adat dengan cara
ikut bermusyawarah dan menegahi para pihak yang berkepentingan agar
tanah adat tidak dengan mudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak
bertanggung jawab dan tetap menjunjung tinggi penyelesaian masalah
dengan musyawarah dan menggunakan Hukum Adat yang berlaku.

. Disarankan kepada Lembaga Adat untuk dapat memfasilitasi dan
membantu dalam mediasi jikalau terjadi sengketa kepemilikan atas
tanah adat baik antara sesama masyarakat hukum adat maupun
masyarakat hukum adat dengan pihak lain agar dapat memenuhi rasa
keadilan dari anggota masyarakat hukum adat.

. Disarankan kepada Pengadilan Adat untuk dapat menjadi wadah yang
dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat dan agar
dapat mempermudah akses penyelesaian sengketa bagi masyarakat
hukum adat agar dapat memberikan solusi bagi masyarakat hukum adat
dan menjamin serta menegakkan hukum adat yang dapat memenuhi
standar keadilan yang merepresentasikan masyarakat hukum adat.

. Disarankan kepada Masyarakat Adat khususnya yang memiliki hak
perorangan atas tanah adat untuk segera mensertifikasi tanah adat
kepemilikannya di PPAT agar secara hukum nasional kepemilikannya
sah dan hak miliknya jelas sebagai bentuk kepastian hukum dari Negara
demi menjamin hak-hak yang sudah ada dan tidak ada pihak yang
dengan tanpa seizin pemilik menjual tanah hak milik perorangan warga

masyarakat hukum adat kepada pihak lain.
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